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                                                                  Abstrak 
Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial 
bagi Keluarga Miskin, dengan studi kasus di Kecamatan 
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk 
memahami bagaimana proses perumusan kebijakan 
pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi 
dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang 
terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di 
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Metode yang 
digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, 
menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. 
Banyuan Sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat 
dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban 
dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. 
Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara 
keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan 
pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya 
Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak 
akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat 
sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak 
sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima bantuan 
secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk 
membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan 
sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara 
memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan 
bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Bantuan Sosial (selanjutnya disebut 
Bansos) banyak mendapat perhatian publik 
karena memiliki kepentingan yang perlu 
diakomodir untuk membantu tugas pemerintah 
daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam 
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, 
menanggulangi penyakit sosial dan memuat 
kepentingan politik dalam arti luas. 
Permendagri Nomor 32 tahun 2011 
tentang syarat dan kriteria penerima Bansos yang 
bersumber dari APBA, diubah dengan 
Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyatakan 
bahwa: Anggota/kelompok masyarakat 
menyampaikan usulan tertulis kepada kepala 
daerah, kepala daerah menunjuk Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk 
melakukan evaluasi usulan tertulis, Kepala SKPD 
menyampaikan hasil evaluasi berupa 
rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian 
TAPD memberikan pertimbangan atas 
rekomendasi sesuai dengan prioritas dan 
kemampuan keuangan daerah.  
Bansos tidak boleh diberikan setiap tahun 
anggaran, walaupun kejadiannya, ada yang 
diberikan secara terus-menerus, itu karena ada 
sebab lain, misalnya supaya penerima bantuan 
bebas dari resiko sosial. Untuk mengatasi 
masalah ini, telah disusun Permendagri Nomor 
32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran 
dan Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi 
Belanja Bansos tahun 2011 yang mengatur 
tentang pengungkapan belanja Bansos pada 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).  
 Menurut UU Nomor 13 tahun 2011 
“Fakir miskin adalah orang yang tidak punya 
sumber mata pencaharian atau punya sumber 
mata pencaharian tetapi tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk 
menghidupi diri dan keluarganya”. Penanganan 
fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah, Pemkab atau masyarakat secara 
terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam 
bentuk kebijakan, program dan kegiatan 
pemberdayaan, pendampingan,  serta 
memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
mereka.  
Bansos seharusnya tidak diberikan untuk 
kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, dan 
lingkungan. Kenyataannya, Bansos banyak 
digunakan untuk memperbaiki sarana fisik 
dibandingkan untuk meningkatkan pendapatan. 
Penggunaan dana Bansos juga ada 
kecenderungan kearah politik, misalnya saat 
menjelang Pilpres dan Pilkada, penyaluran dana 
Bansos meningkat. Sedangkan 
pertanggungjawaban dana Bansos masih mudah, 
dalam melaksanakan fungsi penganggaran, DPRK 
dicurigai terjadi persekongkolan dengan Pemkab.  
Bansos mengalami banyak permasalahan 
dalam pengelolaannya, diantaranya 
penyimpangan dalam penyaluran, baik di bidang 
pendidikan, keagamaan, maupun bidang 
kemasyarakatan. Untuk mengeliminir terjadinya 
penyimpangan, berdasarkan pengalaman penulis 
maka patokannya adalah Permendagri Nomor 32 
tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
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dan Bansos yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
Permendagri Nomor 39 tahun 2012 
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 
tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bansos yang bersumber dari APBD, 
Permendagri Nomor 14 tahun  2016 tentang 
Perubahan II Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bansos yang bersumber dari APBD serta 
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Aceh Utara Nomor 20 tahun 2011 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung 
jawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Pemberian Hibah dan Bansos Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. Dalam Peraturan Bupati 
(Perbub) Aceh Utara Nomor 11 tahun 2012 Pasal 
24 A ayat 1 disebutkan: “bantuan sosial berupa 
uang kepada individu dan/atau keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, 
terdiri dari Bansos kepada individu dan/atau 
keluarga yang direncanakan dan yang tidak 
direncanakan sebelumnya”.    
Permasalahan-permasalahan yang 
dijumpai, diantaranya: bantuan Beras Sejahtera 
(Rastra) diberikan kepada yang tidak berhak, 
Rastra diterima oleh keluarga yang tidak ada 
nama di daftar penerima Rastra, ini terjadi di 24 
(dua puluh empat desa) dalam Kecamatan Muara 
Batu sejak 2013 sampai 2018. Modal Usaha 
Kelompok tidak disalurkan kepada kelompok 
yang sudah melengkapi semua persyaratan, 
sehingga anggota kelompok mencurigai dana ini 
dialihkan.  
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak 
diterima oleh keluarga miskin tanpa alasan yang 
jelas, padahal semua syarat sudah dilengkapi, ini 
menyebabkan masyarakat miskin berprasangka 
tidak baik kepada Pemkab. Belakangan penulis 
mendapat informasi dari Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Aceh Utara, yang bahwa calon 
penerima RTLH yang tidak jadi dibangun itu tidak 
memenuhi syarat, sehingga bantuan dialihkan ke 
desa lain yang memenuhi syarat. Sedangkan 
masyarakat, jika sudah mengusulkan dan 
melengkapi persyaratan menganggap harus 
mendapat bantuan. 
Masalah lain, penerima bantuan 
menerima bantuan setiap tahun, bahkan dalam 
satu tahun, menerima 2 (dua) kali. 
Penyimpangan lain, tidak tepat manfaat, tidak 
tepat guna dan tidak tepat mutu. Permasalahan 
ini dicurigai karena lemahnya Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) di Pemerintah Aceh. 
Ini terjadi karena permohonan tidak ada 
rekomendasi dari dinas terkait ditingkat 
kabupaten.  
Tim pengkaji proposal di tingkat propinsi, 
seharusnya selektif dalam menerapkan 
peraturan. Proposal-proposal yang masuk 
melalui ”jalur khusus” hendaknya diteliti secara 
cermat, jangan ada rasa enggan dari tim pengkaji 
terhadap orang yang membawa proposal, 
walaupun yang membawa proposal adalah orang 
yang berpengaruh ditingkat pengambil kebijakan. 
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Sedangkan penyaluran bantuan oleh Biro 
Keuangan Setda Provinsi Aceh ke penerima 
bantuan sudah sesuai. 
Permasalahan lain, masyarakat miskin 
tidak bisa membuat proposal, tidak punya modal 
untuk membayar orang lain untuk membuat 
proposal mereka sedangkan mengajukan 
proposal adalah wajib. Akibatnya, yang 
mendapat bantuan adalah orang-orang yang 
pinter membuat proposal, masyarakat 
berpendidikan dan orang-orang yang dapat 
mengupahkan orang lain untuk membuat 
proposal. Data RTLH sudah ada di Pemkab Aceh 
Utara. Bappeda dan Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Aceh Utara sepakat, masyarakat miskin tidak 
perlu membuat proposal tetapi menurut 
Permendagri masyarakat miskin wajib 
mengajukan proposal. 
Keluarga miskin tidak tahu cara membuat 
proposal, biasanya proposal dibuat oleh orang 
pandai dan orang kaya sedangkan orang miskin 
umumnya buta aksara atau hanya menamatkan 
Sekolah Dasar (SD) dan tidak bisa membuat 
proposal. Sehingga yang dapat bantuan sering 
orang yang sama, orang pandai dan orang kaya 
serta tidak tepat sasaran. 
Proposal ditujukan kepada Bupati Aceh 
Utara, cq dinas terkait, ada disposisi dari bupati, 
dinas teknis melakukan verifikasi ke lapangan, 
dinas teknis memberi rekomendasi kepada SKPD 
yang diketuai Sekda, lalu SKPD 
mempertimbangkan yang bersangkutan 
mendapat bantuan atau tidak dan Bansos hanya 
diberikan untuk keluarga miskin yang dibuktikan 
dengan Surat Keterangan Miskin dari geusyik 
(kepala desa) setempat.  
Fakta empiris menunjukkan, salah satu 
sumber dana yang menjadi sasaran korupsi 
adalah anggaran belanja daerah yang didorong 
oleh perilaku oportunistik pihak eksekutif  berupa 
tindakan membuat kesenjangan anggaran. Hal ini 
sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 
Agency Theory, pernah diuji menggunakan 
metode analisis jalur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa anggaran Bansos 
berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran 
sehingga terjadinya korupsi. 
Merujuk kasus korupsi di wilayah lain, 
“korupsi di Pemerintah Kabupaten atau Pemkot 
di seluruh Indonesia menempati urutan kedua, 
yaitu sebesar 27,3% dari 66 kasus yang ditangani 
oleh KPK. Tingginya tingkat korupsi di 
Pemkab/Pemkot tidak terlepas dari munculnya 
raja-raja kecil di daerah. Keinginan 
mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan 
saat kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg), juga 
menjadi faktor yang mendorong keinginan 
pemerintah dan legislatif untuk melakukan 
korupsi” demikian pernah dilaporkan 
acch.kpk.go.id.  
Proses penyusunan anggaran disinyalir 
terjadi penyimpangan, begitu juga saat 
pelaksanaan program pemerintah, memunculkan 
kebocoran anggaran belanja. Selain dana Bansos, 
KPK juga serius menangani masalah dana hibah, 
mengingat banyaknya nominal dana hibah 
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tersebut. Peningkatan dana hibah ini ditengarai 
ada kaitannya dengan penyelenggaraan 
Pemilukada. KPK juga menemukan lonjakan dana 
yang sangat fantastik pada jumlah dana hibah 
menjelang Pemilu. Demikian disampaikan 
kpk.go.id. Dari fakta tersebut, KPK menemukan 
pergeseran penggunaan dana Bansos menjadi 
dana hibah untuk kepentingan Pemilukada.  
Proporsi Bansos dari belanja Pemda 
terhadap APBK relatif besar dibandingkan belanja 
hibah. Hasil penelitian menunjukan terdapat 
pengaruh belanja hibah dan Bansos terhadap 
tingkat korupsi di Indonesia. Anggaran yang 
relatif besar dalam APBD akan memicu terjadinya 
kesenjangan anggaran sehingga berpengaruh 
terhadap semakin tingginya tingkat korupsi. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 
menganggap penting menyikapi dan mengkaji, 
meneliti, permasalahan tersebut lebih lanjut 
secara alamiah dengan judul Kebijakan 
Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin 
(Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu 
Kabupaten Aceh Utara).  
 
Landasan Teori 
1. Konsep Kebijakan  
Kebijakan menyangkut masalah yang 
dihadapi pengambil keputusan tentang isi, cara 
yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu 
diambil dan dilaksanakan. Pada hakekatnya 
kebijakan mencakup apa, siapa, bagaimana, 
dimana, mengapa dan kapan. Sigit I Lesmana, 
2010 mengatakan: “Setiap kebijakan bersifat 
mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek 
kebijakan. Kebijakan bisa disebut semacam 
jawaban terhadap masalah yang ada. Kebijakan 
juga merupakan upaya untuk memecahkan, 
mengurangi, mencegah suatu masalah dengan 
cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang 
terarah” 
Sementara Carl J. Friedrick dalam Leo 
Agustino, 2008:7 mengatakan: “Kebijakan 
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan 
seseorang dalam suatu lingkungan tertentu 
dimana terdapat hambatan-hambatan terhadap 
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu” 
 
2. Pengertian Kemiskinan  
Pemahaman kemiskinan mencakup: 
pertama, kekurangan materi, yang mencakup 
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan 
pelayanan kesehatan, kedua, kebutuhan sosial, 
seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan 
ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat, pendidikan dan informasi, ketiga, 
kurangnya penghasilan  yang memadai. Hal ini 
bisa diatasi dengan mencari objek penghasilan 
diluar profesi kecuali apabila institusi tempatnya 
bekerja melarang. 
Menurut Edi Suharto, 2009 :17 “Secara 
konseptual, kemiskinan diakibatkan oleh 4 faktor, 
yaitu:  
1. Faktor individu, ini terkait dengan 
aspek patologis, kondisi fisik, dan 
psikiologis si miskin; 
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2. Faktor sosial, kondisi lingkungan 
sosial yang menjebak seseorang 
menjadi miskin; 
3. Faktor kultural, kondisi atau kualitas 
budaya yang menyebabkan orang 
menjadi miskin;  
4. Faktor struktural, sistem yang tidak 
adil, tidak sensitif, sehingga 
menyebabkan seseorang menjadi 
miskin”.   
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 
makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan 
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 
kelangkaan alat untuk memenuhi kebutuhan 
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan 
merupakan masalah global, sebagian orang 
memahami istilah ini secara subyektif dan 
komparatif, sementara yang lain melihatnya dari 
segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 




Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh 
melalui wawancara mendalam dengan informan 
dan dari hasil pengamatan yang dilakukan di 
lapangan, telaah dokumen dan studi 
kepustakaan.  
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Proses Penyusunan dan Implementasi 
Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait 
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga 
Miskin 
Bansos yang disalurkan kepada keluarga 
miskin di Muara Batu diterima utuh oleh 
Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tetapi 
bantuan itu kurang efektif karena tidak ada 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 
dinas terkait sehingga keluarga yang menerima 
bantuan tidak mengelola dengan baik karena 
tidak pernah ada pemeriksaan. Contoh lain, 
Badan Usaha Logistig (Bulog) sebagai penyedia 
Rastra untuk masyarakat miskin, PT Pos 
Indonesia sebagai.  
 
penyalur bantuan tunai bersyarat seperti 
BLSM, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
dan Bantuan Lansung Tunai (BLT), Kementerian 
Pertanian dan Peternakan sebagai penyedia 
bahan-bahan pertanian dan peternakan seperti 
pupuk bersubsidi, hand tractor, bibit unggul dan 
hewan ternak juga tidak melakukan evaluasi 
tentang bantuan yang sudah disalurkan. 
Pemkab Aceh Utara dalam memberikan 
Bansos tunduk pada Permendagri Nomor 32 
tahun 2011 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 39 tahun 2012. Konsekuensi 
untuk memperoleh dan memberikan Bansos 
harus memenuhi berbagai kriteria dan 
mekanisme yang sudah diatur, misalnya ada 
permohonan dari pemohon dan kriteria lainnya, 
Bansos yang direncanakan, rekomendasi SKPD 
sampai dengan penganggarannya ke dalam APBK.  
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Pemberian Bansos yang bersumber dari 
APBK oleh Pemkab Aceh Utara masih diperlukan 
berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai 
penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh 
penjelasan dari Permendagri. Ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
Bansos adalah Pedoman Pemberian Bansos yang 
Bersumber dari APBK, kemudian dikeluarkan 
Permendagri tentang Perubahan atas 
Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang 
Bersumber dari APBK. Selain itu ada Permen 
Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 
Hasil melakukan observasi, misalnya 
dengan penulis datiang ke lapangan 
membuktikan, Pemkab Aceh Utara melalui dinas-
dinas terkait memang banyak menyalurkan 
Bansos ke kelompok-kelompok maupun langsung 
atas nama pribadi masyarakat setempat. Tetapi 
saat ini barangnya sudah tidak ada lagi walau 
keluarga miskin mengakui sudah menerima 
bantuan tersebut. Ada banyak bantuan yang 
sudah dijual, Kabid. Sosial Budaya Bappeda Aceh 
Utara dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Bantuan 
dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh Utara juga 
mengakui ini.  
Sebagai salah satu comtoh, Desa Ulee 
Madon sangat sedikit mendapatkan Bansos, 
apalagi tahun 2017 bantuan modal usaha dari 
Pemkab sudah distop karena proposal yang 
masuk sudah melebihi kemampuan Pemda. 
Sebagai sosulusinya, untuk membantu keluarga 
miskin, Pemkab Aceh Utara menyediakan 
bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) khusus bagi keluarga miskin yang memiliki 
kegiatan kelompok. Kepala Desa Ulee Madon 
berharap, jika warganya mendapat bantuan 
hendaknya melapor supaya keluarga dan 
kelompok-kelompok yang sudah menerima 
Bansos terdata dengan baik, untuk kedepan 
dapat direkomendasi kembali untuk 
mendapatkan Bansos bagi keluarga miskin yang 
belum menerima bantuan. 
Kebijakan tentang Bansos yang dibuat 
oleh Pemkab Aceh Utara hendaknya bisa 
mengurangi kemiskinan di Muara Batu. 
Kebijakan tentang Bansos yang dibuat oleh 
Pemkab Aceh Utara berlaku bukan hanya untuk 
Kecamatan Muara Batu saja tetapi juga ke 
seluruh Kabupaten Aceh Utara. Kondisi yang 
terjadi di Kecamatan Muara Batu juga dialami 
oleh kecamatan lainnya. 
Keluarga miskin di Kecamatan Muara 
Batu bertambah tetapi berdasarkan Informasi 
dari Kementerian Sosial RI, bantuan untuk 
Program PKH tidak diberikan sebanyak keluarga 
miskin di Muara Batu karena tidak cukup 
anggaran. Hasil penelitian penulis, keluarga 
miskin di Kecamatan Muara Batu tahun 2015 
sudah sebanyak keluarga miskin tahun 2016. 
Tetapi Pemerintah Pusat tidak sanggup 
memberikan bantuan 100 % untuk keluarga 
miskin ini, sehingga diberikan bertahap.  
Meskipun masyarakat pada umumnya 
menerima bahwa kemiskinan merupakan akibat 
dari kemalasan, namun Amerika Serikat sebagai 
negara terkaya per kapita di dunia juga memiliki 
jutaan warga yang berstatus sebagai pekerja 
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miskin. Bagaimana menghilangkan kemiskinan? 
adanya bantuan yang membantu langsung orang 
miskin. Contohnya BLT, Rastra dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial 
Republik Indonesia. 
Keluarga miskin di Muara Batu masih 
banyak yang tidak memiliki rumah yang layak, 
seperti terlihat disisi Jalan Pipa Line Desa Reuleut 
Barat, Jalan Pipa Line Desa Tumpok Beurandang 
dan di Desa Dakuta. Pemkab Aceh Utara maupun 
Dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas 
Pekerjaan Umum juga mengakui ini. Tetapi jika 
proposal tidak diajukan oleh calon penerima, 
baik untuk rumah rehap dengan bantuan 
maximal Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) 
maupun membangun rumah baru dengan 
anggaran Rp. Rp.70.000.000, - (tujuh puluh juta 
rupiah) maka bantuan tidak dapat disalurkan. 
Bansos hendaknya diberikan kepada 
kelompok, bukan kepada orang per orang. 
Bantuan hendaknya diberikan kepada jenis usaha 
yang banyak menyerap tenaga kerja. Seperti hasil 
observasi penulis ke Desa Ulee Madon dan Desa 
Meunasah Aron di Kecamatan Muara Batu 
terdapat banyak usaha bordir, menjahit tas, dan 
lain-lain. Penghambat kebijakan di Aceh Utara 
adalah banyaknya aktor yang terlibat, loyalitas 
ganda, kerumitan yang melekat pada proyek, 
jenjang pengambilan keputusan yang terlalu 
banyak, kurangnya waktu dan pergantian 
pimpinan. Tentang banyaknya aktor dapat 
penulis jelaskan bahwa semakin banyak pihak 
yang terlibat dan memengaruhi pelaksanaan 
suatu proyek, komunikasi makin rumit, maka 
terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.  
Dalam banyak kasus, terdapat loyalitas 
ganda, dimana para pihak yang terlibat, 
seharusnya berperan untuk keberhasilan dalam 
menyetujui suatu proyek tetapi dalam 
pelaksanaannya mengalami penundaan karena 
adanya komitmen tertentu terhadap proyek. 
Bansos yang disalurkan Pemkab Aceh Utara 
diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup 
keluarga mereka. Karena ini Bansos, otomatis 
hibah, tanpa harus dikembalikan. Efek 
negatifnya, rata-rata masyarakat Muara Batu 
tidak memanfaatkan bantuan sebagaimana 
mestinya.  
 
2. Dampak dari Kebijakan Pemberian Bansos 
bagi Keluarga Miskin dalam Meningkatkan 
Kehidupan Sosial Keluarga Mereka. 
Pembangunan sosial berkaitan dengan 
pembangunan kualitas manusia, berbeda dengan 
pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti 
pembangunan gedung, jalan, jembatan. 
Kebijakan pemberian Bansos memberi 
kesempatan seluas-luasnya kepada warga 
Kabupaten Aceh Utara yang miskin untuk 
memperoleh bantuan. Kebijakan Bansos 
merupakan kemauan politik pemerintah yang 
lebih banyak bersifat politis dan menempatkan 
Bansos menjadi fokus sistem sosial. Alasan-
alasan yang melatar belakangi Bansos antara lain 
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 
agar memiliki keunggulan kompetitif dan 
memiliki posisi tawar yang tinggi dalam rangka 
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meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi 
keluarga mereka.  
Depdagri dalam hal ini direpresentasikan 
oleh Pemda Aceh/Kabupaten Aceh Utara 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan 
pengelolaan peraturan-peraturan tentang 
Bansos. Ini adalah tanggungjawab sektoral 
pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemda. 
Dimana dalam implementasi Bansos di Aceh 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi, 
sedangkan di Kabupaten Aceh Utara 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial 
propinsi, Kabupaten/Kota masing-masing sebagai 
perpanjangan tangan Kementerian Sosial 
Republik Indonesia di propinsi dan di 
kabupaten/kota. 
Permasalahan kebijakan dan kebijakan 
Bansos terjadi karena terkait dengan budaya 
birokrasi Pemkab sekaligus memiliki hubungan 
struktural dengan Pemda, tetapi masing-masing 
Kepala Dinas Kabupaten/Kota dirasakan sulit 
berkoordinasi dengan gubernur atau 
bupati/walikota. Idealnya, keterkaitan ini 
berjalan sinergi dan seimbang. Artinya 
pemerintah pusat dan propinsi bisa memberi 
bantuan kepada Pemkab agar mereka lebih 
leluasa dalam melakukan upaya-upaya 
optimalisasi sesuai dengan potensi dan kearifan 
lokal yang ada di Kabupaten dalam pencapaian 
perluasan Bansos. 
Menurut Kabid. Sosbud Bappeda Aceh 
Utara, Pemkab Aceh Utara melalui Bappeda 
pernah mencoba membuat kebijakan guna 
membantu keluarga miskin mendapatkan 
bantuan. Misalnya karena data Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) yang pantas direhap sudah 
tersedia berdasarkan pendataan yang dilakukan 
tim lapangan. Anggaran untuk bantuan ini 
langsung diajukan ke propinsi maupun ke pusat 
atau dilakukan dengan anggaran Pemkab sendiri. 
Tetapi begitu ada pemeriksaan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappeda ditegur, ini 
tidak sesuai prosedur. 
Di lain pihak, BPK bertanya ke Bappeda 
bagaimana kalau semua keluarga miskin kita 
suruh buat proposal? Ini membuktikan seolah-
olah BPK juga setuju bantuan rumah tidak perlu 
proposal karena data rumah yang perlu dibantu 
sudah ada sama Pemkab Aceh Utara. Kalau 
Bappeda dan Dinas Sosial Aceh Utara sudah pasti 
setuju, penulis pernah menanyakan ini ke Dinas 
Sosial karena keluarga miskin kesulitan untuk 
membuat proposal. Keluarga miskin tahu bahwa 
mereka sangat membutuhkan rumah, tetapi 
untuk menulisnya dalam bentuk proposal 
sangatlah sulit, apalagi pendidikan mereka cuma 
tamat Sekolah Dasar dan ada keluarga miskin 
tidak menamatkan Sekolah Dasar. 
Pengalaman Desa Ulee Madon dan 
beberapa desa lain dalam Kecamatan Muara 
Batu, dan juga hasil observasi penulis ke Desa 
Paloh Awe, Cot Seurani dan diskusi penulis 
dengan Ketua Kelompok Menjahit Tas Desa 
Meunasah Aron, banyak kelompok dari keluarga 
miskin disana yang sudah mengajukan proposal 
ke Pemkab Aceh Utara melalui dinas-dinas terkait 
tetapi mereka tidak mendapatkan Bansos. 
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Sebagai contoh, Desa Meunasah Aron pernah 
mengajukan 8 (delapan) proposal untuk 
mendapatkan bantuan mesin jahit bordir tetapi 
hanya 1 (satu) kelompok yang dapat Bansos.  
Mesin yang disalurkan melalui Dinas 
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ini, tidak sesuai dengan 
permintaan dalam proposal dan tidak sesuai 
dengan kebutuhan keluarga miskin. Yang 
dibutuhkan mesin jahit tas tetapi yang diberikan 
adalah mesin jahit kain. Akibat dari mesin yang 
diterima tidak sesuai permintaan maka mesin 
tersebut tidak bisa digunakan sehingga mesin ini 
dijual, lalu dibeli mesin yang bisa menjahit tas 
agar bisa dipergunakan.   
Bansos yang diberikan oleh Pemkab Aceh 
Utara belum mampu meningkatkan kehidupan 
sosial keluarga miskin karena bantuan bukan 
hanya diterima oleh keluarga miskin. Masyarakat 
Muara Batu pada khususnya dan masyarakat 
Aceh Utara pada umumnya, bahkan warga Aceh 
dan Indonesia suka mengaku miskin untuk 
mendapatkan Bansos. Sudah banyak cara yang 
ditempuh Bappeda bersama dinas terkait untuk 
memberikan bantuan khusus kepada keluarga 
miskin tetapi masyarakat lebih suka meminta 
bantuan hibah kepada Pemkab walau pada 
umumnya mereka itu bukan dari keluarga miskin. 
Mungkin karena sudah habis cara untuk mendata 
khusus keluarga miskin, dengan nada bercanda, 
Kabid. Sosbud Bappeda mengusulkan agar kita 
memberi bantuan khusus kepada orang kaya. 
Disitu baru kelihatan jelas mana orang kaya yang 
sesungguhnya. Kalau sekarang, orang kayapun 
mengaku miskin. 
Sangat banyak usulan proposal yang 
telah diajukan keluarga miskin Aceh Utara yang 
ditujukan kepada Pemkab Aceh Utara melalui 
dinas-dinas teknis tetapi sangat jarang keluarga 
miskin mendapat realisasi dari modal usaha yang 
diusulkan. Hal ini terlihat seperti yang 
disampaikan Kepala Desa Ulee Madon diatas. 
Sehingga keluarga miskin menjadi pesimis untuk 
mengajukan proposal ke Pemkab, malah warga 
Ulee Madon yang mengelola Usaha Menjahit 
Bordir dan Tas tidak mau mengajukannya lagi.  
Terdapat perbedaan informasi yang 
penulis dapatkan tentang bantuan untuk Yayasan 
Dayah Terpadu Darul Ihsan Ulee Madon 
Kecamatan Muara Batu. Menurut Ketua Yayasan 
Darul Ihsan, bantuan yang diajukan pihak 
yayasan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) Aceh Utara mengetahui kepala desa dan 
Camat Muara Batu, sedangkan menurut Kepala 
Desa Ulee Madon, beliau tidak pernah 
menandatangani proposal pengajuan, beliau 
hanya punya data siswa yang belajar dan mondok 
di Yayasan Dayah Terpadu Darul Ihsan.  
Ketika penulis melakukan observasi ke 
lapangan, penulis melihat, rata-rata masyarakat 
Kecamatan Muara Batu miskin dan mengaku 
miskin, tidak ada perubahan yang siknifikan 
setelah sekian tahun mendapat Bansos dari 
Pemkab. Dalam realisasi Bansos, pengawasan 
tidak berjalan. Idealnya pendamping lapangan 
mengawasi ini seperti Pendamping Desa, 
Pendamping Program Keluaraga Harapan (PKH), 
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Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 
Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
menjadi ujung tombak untuk mengawasi dana 
pemerintah yang disalurkan ke desa-desa.  
Ini bukan berarti juga Bansos seratus 
persen hilang, ada juga penerima dan kelompok 
penerima yang bagus, sampai saat ini masih 
berusaha dengan modal dari pemerintah tetapi 
banyak juga sekedar sudah menerima langsung 
dijual. Ada oknom-oknum dari aparat pemerintah 
di Aceh Utara ikut bermain dengan bantuan 
untuk masyarakat miskin sehingga pengawasan 
tidak tercapai, bantuan dijual, Bappeda tidak 
mungkin mengawasi sampai ke rumah per rumah 
di desa-desa, tetapi Bappeda tetap punya cara 
sendiri untuk melakukan monitoring walau itu 
hanya sampai dinas-dinas yang sudah 
menyalurkan bantuan hibah dan Bansos. 
Mengawasi apakah dana Bansos itu masih ada, 
Bappeda akan memperdalam pengawasan untuk 
mengetahui bantuan itu.  
Pemerintah gampong hendaknya juga 
punya inisiatif untuk mengelola dana gampong 
secara transparan, akuntabel, dan 
bertanggungjawab. Pemerintah gampong 
hendaknya mengusahakan pemberdayaan 
ekonomi keluarga miskin dengan memanfaatkan 
kucuran anggaran desa yang lebih dari Rp. 
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per desa 
untuk Kecamatan Muara Batu. Pengelolaan dana 
desa ini dan penggunaannya dipakai untuk biaya-
biaya ekonomi produktif, tentunya sesuai 
kemampuan desa dan kesepakatan dalam 
musyawarah desa. Dana desa dikelola secara 
swakelola, tentu saja bisa menyerap tenaga kerja 
lokal gampong untuk sekaligus meningkatkan 
nilai jual produk-produk yang dihasilkan oleh 
desa-desa dalam Kecamatan Muara Batu.  
Pemkab Aceh Utara juga melakukan 
sosialisasi ke lapangan tentang Permendagri dan 
Perbup Aceh Utara yang berhubungan dengan 
Bansos bagi keluarga miskin di Kecamatan Muara 
Batu terutama tentang proses pengajuan  
proposal agar masyarakat miskin juga 
bisa menikmati Bansos dari Pemerintah. Dalam 
mengimplementasikan kebijakan Bansos di Aceh 
Utara, terdapat faktor pendorong dan faktor 
penghambat. Faktor pendorong antara lain: 
komitmen pimpinan politik, kemampuan  dinas 
terkait dan komitmen pelaksana program 
dilapangan.  
Dalam prakteknya di Aceh Utara, 
komitmen pimpinan politik terutama komitmen 
dari Pemkab dalam hal ini Bupati Aceh Utara, 
pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik 
yang sedang berkuasa di Aceh Utara. 
Kemampuan Pemerintah Aceh Utara sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti 
yang ditetapkan pada suatu dinas. Sedangkan 
komitmen para pelaksana sering diasumsikan, 
jika bupati telah siap untuk bergerak maka dinas-
dinas dan stafnya akan segera ikut.   
Informasi penting untuk menyadarkan 
orang-orang yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan agar diantara mereka mau 
melaksanakan apa yang menjadi tugas dan 
kewajibannya. Kewenangan untuk meyakinkan 
bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah 
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sesuai dengan yang mereka kehendaki dan 
fasilitas yang digunakan untuk 
mengoperasionalkan implementasi kebijakan. 
Jika sumber-sumber ini kurang, maka aturan-
aturan tidak akan menjadi kuat. 
Pengalihan dana kompensasi kenaikan 
harga BBM untuk program Bansos, seperti untuk 
keluarga miskin, panti asuhan, biaya pendidikan, 
bantuan kesehatan, dan bantuan untuk dana 
desa pernah diperdebatkan. Banyak yang 
menolak karena dianggap tidak banyak memberi 
manfaat kepada keluarga miskin. Namun ada 
juga yang setuju karena program ini dapat 
mengurangi penyakit sosial, seperti kemiskinan, 
kebodohan, dan ketidakberdayaan. Salah satu 
faktor yang membuat orang tidak setuju karena 
rawan penyimpangan. Dikhawatirkan anggaran 
yang disiapkan tidak sampai kepada keluarga 
miskin. Ada juga yang menganggap dengan 
adanya Bansos akan melahirkan para koruptor 
baru. Maka tidak mengherankan, jika ada suara 
sumbang dari masyarakat. 
Sebenarnya keraguan masyarakat akan 
Bansos tidak perlu terjadi asalkan Pemkab Aceh 
Utara konsekuen dengan kebijakannya, karena 
pengalaman sebelumnya, misalnya Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) ditengarai adanya 
penyimpangan. Masalahnya sekarang, 
bagaimana keseriusan Pemkab Aceh Utara, 
mengingat pelaksanaan Bansos komplek. 
Masyarakat perlu memahami cara melakukan 
evaluasi hasil kerja pemerintah. Dengan 
demikian, diperlukan suatu alat ukur yang mudah 
dipahami. 
Menangani masalah Bansos mengalami 
banyak kendala karena menghadapi keluarga 
miskin. Dimana masyarakat miskin itu umumnya 
berpendidikan rendah, banyak yang tidak 
menamatkan Sekolah Dasar, tidak memiliki mata 
pencaharian, tidak memiliki modal, tinggal 
ditempat yang tidak layak, kurang informasi, 
tidak punya tanah untuk bercocok taman dan 
jauh dari perkotaan.  
Berbicara tentang Bansos yang telah 
disalurkan Pemkab Aceh Utara khususnya untuk 
mengurangi angka kemiskinan, salah satunya 
adalah bantuan modal usaha melalui Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE). Untuk Kecamatan Muara 
Batu ada dua jenis KUBE yang disalurkan kepada 
keluarga miskin yaitu Kube Perkotaan dan Kube 
Perdesaan. Kedua KUBE ini di Kecamatan Muara 
Batu masing-masing didampingi oleh satu orang 
Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Aceh Utara.  
Berdasarkan hasil observasi penulis, 
banyak keluarga di desa-desa dalam Kecamatan 
Muara Batu masih miskin, tetapi data yang valid 
adalah data BPS. Ketika data BPS kita bandingkan 
ke lapangan terlihat kurang valid juga. Misalnya 
keluarga yang lebih miskin tidak mendapatkan 
bantuan, kemudian yang berpenghasilan sedang 
mendapatkan bantuan. Ada penduduk, 
rumahnya bagus-bagus, apalagi didaerah tsunami 
seperti di utara Jalan Raya Banda Aceh-Medan 
dan di pinggiran Selat Malaka masuk dalam 
kelompok keluarga miskin.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jurnal HUMANIS Volume 4 Nomor 1 (Maret 2018)          
 
84 
Basis Data Terpadu (BDT) penerima 
Bansos tidak akurat. Keluarga yang sudah mampu 
secara ekonomi masih menerima bantuan. 
Pemkab Aceh Utara sepakat bahwa data akurat 
itu penting tetapi ketika ditunggu lama tidak 
selesai maka yang disampaikan ke BPS Pusat data 
yang tidak akurat, sesampai di BPS Pusat 
dijadikan data baku sehingga bantuan tidak tepat 
sasaran. Raskin juga tidak tepat sasaran dan tidak 
cukup jumlah. Pemerintah masih menggunakan 
data tahun 2011, seharusnya data diperbaharui 
setiap tahun.  
Di gampong Ulee Madon yang dapat 
Rastra 75 keluarga, banyak keluarga yang lebih 
miskin dari penerima Rastra tidak dapat bantuan. 
Penerima Rastra menyumbang sebahagian 
berasnya kepada keluarga miskin lain yang tidak 
dapat Rastra. Pemberian Rastra kepada keluarga 
yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) ditandatangani diatas materai oleh 
penyumbang. Aparat gampong menyampaikan 
bahwa ada banyak keluarga miskin yang tidak 
dapat Rastra. Pembagian Raskin kepada warga 
yang tidak ada kartu KKS tidak ada komplin dan 
penolakan dari warga lain, mereka menyumbang 
atas kesadaran sendiri. 
 




1. Implementasi Kebijakan Pemberian Bansos 
a. Keberhasilan pemberian Bansos 
ditentukan oleh pembuat kebijakan dan 
cara pengambil kebijakan 
mengkomunikasikan kebijakan karena 
kebijakan memiliki kompleksitas tinggi 
sehingga diperlukan komunikasi yang 
efektif, baik dari pembuat kebijakan, 
pelaksana kebijakan maupun penerima 
manfaat dari kebijakan tersebut. 
b. Bansos yang dikelola secara baik dan 
profesional akan mampu meningkatkan 
taraf kehidupan sosial dan ekonomi 
penerima manfaat karena itu diperlukan 
kerja sama lintas sektor untuk membantu 
keluarga miskin agar mampu mengelola 
Bansos dengan baik. 
c. Komunikasi merupakan salah satu syarat 
dalam mengimplementasikan kebijakan 
pemberian Bansos. Kebijakan berhasil jika 
para pembuat kebijakan mentransmisikan 
petunjuk kebijakan dengan jelas, akurat 
dan tepat kepada pelaksana kebijakan. 
d. Dalam memberikan Bansos diperlukan 
sumber daya manusia yang memadai baik 
kualitas maupun kuantitas. Kecakapan 
dan skill petugas pengelola sangat 
diperlukan dalam mengadministrasikan 
dana dengan bertanggungjawab dan 
trasparan. 
e. Sumberdaya, informasi, kewenangan, 
dana, sarana dan pra sarana merupakan 
faktor penting dalam 
mengimplementasikan kebijakan 
pemberian Bansos dengan efektif.  
 
2. Dampak Kebijakan Pemberian Bansos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jurnal HUMANIS Volume 4 Nomor 1 (Maret 2018)          
 
85 
a. Pemberian Bansos bagi keluarga miskin 
kurang bermanfaat, tidak efektif dan 
tidak meningkatkan kehidupan sosial 
dan ekonomi penerima manfaat karena 
bantuan yang sudah diberikan tidak 
dilakukan monitoring dan evaluasi 
secara efektif. 
b. Bantuan sosial hanya diberikan sekali, 
tidak boleh berturut-turut walau bukan 
dalam tahun yang sama. Setelah dibantu 
sekali, targetnya penerima manfaat 
terberdaya, tahun berikutnya 
pemerintah tidak membantu keluarga 
yang sama, kecuali untuk keluarga yang 
beresiko sosial. 
c. Sejak tahun 2016 bantuan untuk modal 
usaha sudah ditutup karena terlalu 
banyak proposal yang masuk, tidak 
tercover dengan anggaran yang 
tersedia. Untuk meningkatkan 
kehidupan sosial dan ekonomi keluarga 
miskin, pemerintah memberdayakan 
masyarakat miskin dengan memberikan 
bantuan dalam bentuk KUBE.  
d. Bappeda tidak melakukan pengawasan 
dan evaluasi karena itu tugas dinas 
teknis/instansi terkait. Barang dievaluasi 
oleh instansi terkait sedangkan uang 
oleh BPKD sedangkan menurut Kepala 
Bidang Anggaran Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kantor Bupati Aceh 
Utara mengatakan “evaluasi itu 
tugasnyanya Bappeda Aceh Utara”. 
e. Seharusnya ada pengawasan dari instansi 
terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) atau lembaga lain 
yang terkait mengawasi, tetapi 
kenyataannya masih ada oknom-oknum 
di pemerintah kabupaten yang bermain 
sehingga pengawasan tidak tercapai. 
 
Saran. 
Penulis memberi saran, agar peneliti 
selanjutnya meneliti hal-hal yang belum 
terungkap. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
untuk mengetahui hal-hal berikut: 
1. Perlu dicarikan solusi bagi keluarga 
miskin yang tidak bisa membuat proposal 
karena mereka tidak berpendidikan, 
tinggal di daerah terpencil dan tidak 
punya penghasilan yang memadai 
sehingga kedepan mereka bisa 
mendapatkan bantuan. Pembentukan 
tim pengkaji dan tim seleksi proposal 
bukan hanya sekedar formalitas, tetapi 
harus menjadi filter dalam menyaring 
proposal yang masuk, berintegritas, 
berkompeten dan bukan hanya sebagai 
legalitas formal belaka. Mekanisme 
penyaluran hendaknya dirubah, dana dari 
Provinsi Aceh, ditransfer dulu ke rekening 
Pemkab Aceh Utara. Ini akan membuat 
dana diterima dalam jumlah yang utuh. 
Solusi ini memang masih memerlukan 
pemikiran panjang dari para pengambil 
kebijakan. Untuk itu, harus dilakukan 
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perubahan karena banyak unsur yang 
bermain dalam penyaluran dana Bansos. 
2. Pemkab melalui pemerintah gampong 
melakukan pemberdayaan ekonomi. 
Pemerintah gampong mengalokasikan 
dana desa untuk pemberdayaan ekonomi 
keluarga miskin. Pemberdayaan harus 
berdasarkan kemampuan keluarga miskin 
sehingga mereka bisa mengembangkan 
usaha sendiri. Pengambil kebijakan yang 
menyangkut ranah politik hendaknya 
tidak mengintervensi administrasi 
pemerintahan, sehingga aturan yang 
sudah ditetapkan oleh legislatif dan 
eksekutif bisa dijalankan. Solusi yang 
harus dilakukan adalah Bansos hanya 
digunakan untuk kepentingan publik, 
bukan untuk kepentingan politik, apalagi 
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